[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI TINGKAT
DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

a. bahwa pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
memerlukan  profesionalisme dan keahlian dalam
pengelolaan dan administrasi proses pengadaan;

bahwa dalam upaya mencapai standar pelayanan publik
yang baik, kehadiran pejabat yang memiliki sertifikasi
kompetensi akan memberikan kepercayaan dan keyakinan
bagi masyarakat terhadap integritas dan kualitas pengadaan
barang/jasa pemerintah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2021
tentang Wajib Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas,
dirasa sulit untuk dilaksanakan mengingat hal tersebut akan
berakibat terjadi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh
pejabat struktural yang tugas dan fungsinya melekat pada
jabatan tersebut. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan
tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Wajib
Sertifikasi Kompetensi  Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477),

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Kompetensi Tingkat
Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652);



Menetapkan

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
WAJIB  SERTIFIKASI KOMPETENSI TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN
PEJABAT PENGAWAS.

Pasal 1

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Wajib Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 19) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 September 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 34

‘fngan aslinya
AN HUKUM,



